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ABSTRAK 

Asuransi merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita saat ini. Asuransi digunakan 

sebagai jaminan jika suatu waktu ada hal yang dapat merugikan kita. Namun seringkali 

perusahaan asuransi berada dalam situasi dimana perekonomian perusahaan asuransi 

tersebut kurang baik, sehingga mengarah kepada kepailitan. Kepailitan sebuah perusahaan 

asuransi tentunya membawa dampak kepada para pemegang polis asuransi tersebut. Oleh 

karena itu, dibuatlah undang-undang untuk melindungi hak para pemegang polis asuransi.  

Perlindungan pemegang polis asuransi  dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dimana  perlindungan hukumnya  berupa penunjukan 

kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 

15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan selanjutnya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 

Kepailitan menyatakan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, hak debitur pailit untuk 

menguasai dengan mengurus harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit diambil alih 

oleh kurator. Dengan demikian, para pemegang polis akan selalu merasa dilindungi baik 

saat perusahaan asuransi tersebut masih berstatus aman maupun saat berada dalam situasi 

yang mengarah kepada Kepailitan. 

Kata Kunci : Asuransi, Perlindungan hukum, Pemegang Polis, Kepailitan 

ABSTRACT 

Insurance is an important thing in our life today. Insurance is used as a guarantee if one 

day something can harm us. However, insurance companies are often in a situation where 

the insurance company's economy is not good, leading to bankruptcy. The bankruptcy of an 

insurance company certainly has an impact on the insurance policy holders. Therefore, 

laws were made to protect the rights of insurance policy holders. The protection of 

insurance policy holders can be seen in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy 

where the legal protection is in the form of appointing a curator and supervisory judge by a 

court judge as mentioned in Article 15 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and further 

Article 16 paragraph (1) The Bankruptcy Law states that since the bankruptcy decision is 

pronounced, the right of the bankrupt debtor to control and administer the assets included 

in the bankruptcy estate is taken over by the curator. Thus, policyholders will always feel 

protected both when the insurance company is still in safe status and when it is in a 

situation that leads to bankruptcy. 
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Pendahuluan 

Asuransi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita saat 

ini. Kita selalu dihadapkan dengan situasi yang kadang menguntungkan dan justru 

kadang merugikan. Oleh karena adanya asuransi, kita dijaminkan atau memiliki suatu 

jaminan jika sewaktu-waktu dihadapkan dengan situasi yang merugikan kita.  

    Didalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 

tentang Peransuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan 

asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh 

perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung atau pemegang polis karena kerugian kerusakan, biaya yang timbul, 

kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak 

pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung 

atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang 

besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pada 

dasarnya perusahaan asuransi dalam usahanya menawarkan suatu perlindungan kepada 

individu, kelompok masyarakat bahkan instansi atas kemungkinan sebuah kerugian jika 

terjadi sebuah peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti. 

    Hal-hal yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi kepada setiap individu, 

kelompok masyarakat atau bahkan instansi lainnya dijamin memberikan rasa aman dan 

perlindungan kepada setiap pemegang asuransi tersebut. Dalam hal ini perusahaan 

asuransi sebagai pihak penanggung yang bersedia mengambil alih resiko dari pihak 

tertanggung, maka terlebih dahulu harus ada hubungan hukum yang mengikat kedua 

belah pihak. Hubungan hukum tersebut timbul dengan adanya kesepakatanantara kedua 
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belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis berbentuk akta yang disebut 

polis.  

 Polis tersebut tidak hanya berisi kesepakatan para pihak mengenai peralihan 

resiko, namun juga berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Oleh 

karena itu polis berfungsi sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi klaim atau terjadi 

sengketa antara para pihak. Perusahaan asuransi tidak semerta-merta dapat terus dalam 

masa kejayaannya, karena merupakan badan hukum perusahaan asuransi tidak selalu 

mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak lain atau pihak kreditunya. Selain itu, 

terkadang perusahaan asuransi juga berada dalam situasi perekonomian yang kurang 

baik, sehingga mereka tidak dapat melunasi hutang bahkan dapat pula mengarah kepada 

Kepailitan. Pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan, dimana debitor dalam keadaan 

dimana debitor berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Pengertian pailit dan 

kepailitan sebenarnya berbeda. Berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004, pasal 

1 ayat 1 menjelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor 

pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan 

hakim pengawas sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.  

 Kepailitan sendiri dalam KBBI dijelaskan sebagai keadaan atau kondisi 

seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya dalam hal 

ini hutang-hutangnya  kepada si piutang. Terminologi kepailitan dalam system hukum 

Anglo-Saxon dikenal dengan kata Bank rupct. Hal itu menunjukan keadaan tidak 

mampu membayar hutang dimana semua harta kekayaan yang berutang diambil oleh 

penagi atau persero-persero. Dari penjelasan mengenai kepailitan tersebut tampak 

bahwa inti kepailitan adalah sita umum (beslaang) atas semua kekayaan debitor. 

Maksud dari penyitaan agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari 

hasil pengelolaan asset yang disita. Seluruh harta kekayaan debitor dilakuakan 

penyitaan secara umum pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh curator.  

 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pada penelitian ini saya akan membahas 

mengenai perlindungan hukum bagi para pemegang polis asuransi yang perusahaan 

asuransinya mengalami kepailitan. Yang mana seperti yang kita ketahui jika suatu 

perusahaan asuransi mengalami kepailitan, maka para pemegang polis asuransi tersebut, 

juga akan terkena dampak. Yang seharusnya perusahaan asuransi memberikan 
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ketenangan dan keuntungan, justru dapat memberikan kerugian. Sehingga kita 

memerlukan hukum untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang polis 

asuransi tersebut.  

Metodelogi Penelitian 

 Penelitian ini bersifat doctrinal atau normative yang bertujuan untuk menemukan, 

menjelaskan, mengkaji, menganalisis semua dokumen, referensi, fakta, teori-teori, 

doktrin dan undang-undang yang berhubungan dengan beban pembuktian terbalik 

menurut hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia. Selanjutnya pendekatan 

yang ddigunakan adalah menggunakan pendekatan perbandingan hukum (comparative 

law). Untuk membandingkan penerapan sistem pembuktian terbalik menurut hukum 

pidana Indonesia dengan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam. 

Pembahasan 

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi dimana Perusahaan Asuransi 

mengalami Kepailitan dilihat dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan. 

    Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan 

pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, 

perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. 

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan 

hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah 

laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan 

resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan 

menyebabkan pengambilan tindakan. 

    Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap 

subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun 

yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana 

hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

   Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang 

polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit yaitu adanya pembatasan 
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yang ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kewenangan untuk mengajukan 

permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan karena Menteri 

Keuangan berperan sebagai pembinaan dan pengawas usaha perasuransian Indonesia, 

dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan 

dan menjaga kestabilan industri perasuranisan karena kepentingan pemegang polis dan 

pemilik perusahaan asuransi harus dilindungi.  

   Perlindungan tersebut dapat melalui perlindungan preventif maupun represif. 

Bentuk dari perlindungan preventif ini dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang 

berlaku di Negara Indonesia yakni diantaranya dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang yang menyatakan bahwa: ”Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak 

di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh 

Menteri Keuangan” 

Selain itu, dalam hal perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan 

Niaga, pemegang polis (tertanggung) diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan 

kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan seperti yang disebutkan dalam 

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan selanjutnya Pasal 16 ayat (1) Undang-

Undang Kepailitan menyatakan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, hak debitur pailit 

untuk menguasai dengan mengurus harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit 

diambil alih oleh kurator. Pada Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan 

menyatakan bahwa kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka 

umumatau apabila dibawah tangan, dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas. 

Lebih lanjut perlindungan hukum disebutkan dalam Pasal 137 UndangUndang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yaitu:  

1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau memberikan hak untuk 

memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal 

putusan pernyataan pailit diucapkan. 
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2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal 

putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diberikan sebagai piutang yang dapat 

ditagih pada tanggal tersebut.  

3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal 

putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib mencocokkan untuk nilai yang berlaku 

1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. 

Adanya putusan pailit terhadap perusahaan , tentu saja memiliki dampak atau 

akibat hukum terhadap pemegang polis asuransi, sebagai pihak yang telah mengalihkan 

risiko dan melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Dalam kepailitan, 

pemegang polis sebagai tertanggung berkedudukan sebagai kreditor konkuren 

sedangkan perusahaan asuransi sebagai penanggung yang berkedudukan sebagai 

debitor. Meskipun debitor dinyaakan pailit oleh pengadilan niaga para kreditur tetap 

dilindungi oleh hukum yakni dengan memperoleh pembagian dari hasil penjualan 

barang atau harta kekayaan milik debitur pailit sesuai dengan besar kecilnya utang 

masing-masing kreditur.  

Dalam hal ini pada saat pernyataan putusan pailit diucapkan, terdapat perjanjian 

timbal balik yang belum tentu atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan 

perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian 

tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati 

oleh kurator dari pihak tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) 

menyebutkan, apabila dalam jangka waktu tersebut, kurator tidak memberikan jawaban 

atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian 

berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan 

diperlakukan sebagai kreditor konkuren.  

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa para kreditor dalam hal pemegang 

polis asuransi tetap dilindungi oleh hukum bilamana perusahaan asuransi atau debitor 

mengalami kepailitan, sebab jika perjanjian tidak dilanjutkan maka perjanjian tersebut 

diangap berakhir dan para kreditor dapat mengajukan gugatan pada curator. 
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 Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Perlindungan Hukum bagi Pemegang 

Polis Asuransi yang mana dilihat dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan saya berpendapat bahwa setiap pemegang polis asuransi, telah mengikatkan 

dirinya dalam suatu perjanjian. Yang mana berarti dalam perjanjian-perjanjian yang 

telah dibuat oleh pihak-pihak tersebut merupakan hukum bagi mereka yg membuatnya 

hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata ayat 1 yang berbunyi bahwa semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-Undang bagi yang 

membuatnya. Oleh karena itu merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya, maka 

hal tersebut akan dilindungi oleh hukum juga. Seperti yang termuat dalam Undang-

Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, jika suatu perusahaan mengalami 

kepailitan, maka perlindungan hukum bagi kreditur adalah penunjukan kurator dan 

hakim pengawas. Yang ini dengan tujuan agar hak-hak para kreditur dilindungi yang 

mana para kreditur dapat memperoleh pembagian dari hasil penjualan barang atau harta 

kekayaan milik debitur pailit sesuai dengan besar kecilnya utang masing-masing 

kreditur. 

   Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi 

penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 

dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya. Dalam kedua 

pasal ini memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan 

tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada 

maupun yang akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini 

merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi- 

transaksi yang telah diadakan. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa 

kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua 

krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur 

dengan hak mendahului (hak preferen) Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di 

dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-

undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-kreditur terhadap 

transaksinya dengan debitur. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai 

suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep 

yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH 
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Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam 

rangka memberikan kepastian hukum. Dari situlah kemudian timbul lembaga kepailitan 

yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap 

semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. 

Jadi Pasal 1131 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan. Melihat dari itu 

sejatinya hak-hak para pemegang polis sudah diatur dalam suatu tatanan hukum 

Indonesia yang mana memberikan jaminan dan kepastian apabila perusahaan asuransi 

mengalami kepailitan.  

Upaya hukum bagi Pemegang Polis Asuransi untuk memperolah haknya, apabila 

Perusahaan Asuransi dinyatakan Pailit 

Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, permohonan pailit hanya dapat 

diajukan oleh Menteri Keuangan kepada Pengadilan Niaga, maka sesuai dengan 

ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, upaya hukum yang dapat 

ditempuh pemegang polis apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan 

Niaga untuk mendapatkan hak-hak berupa pembayaran dari piutangnya, yaitu 

tertanggung (pemegang polis) asuransi dapat menuntut hak yang menyangkut harta 

pailit dengan mengajukan klaim asuransi kepada kurator karena adanya pernyataan 

pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan Menteri Keuangan, segala hakdan 

kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator. Setelah adanya putusan 

pailit dari Pengadilan Niaga kurator akan menentukan pembagian pembayaran utang-

utang debitur pailit kepada kreditur menurut besar kecilnya piutang masing-masing. 

Pembayaran utang tersebut akan dibayar menurut kedudukannya berdasarkan sifat 

piutang masing-masing kreditur, baik kreditur preferen, kreditur konkuren maupun 

kreditur sparatis. 

Undang-Undang Kepailitan sepenuhnya belum mengakomodasi kepentingan 

tertanggung yang terikat perjanjian asuransi yang bersifat timbal balik dengan 

perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Undang-undang Kepailitan yang berlaku 

sekarang masih bersifat mencegah terjadinya pemailitan secara mudah. Namun 

demikian, tanpa sengaja Undang-Undang Kepailitan sebenarnya telah mengatur hal-hal 
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berkaitan dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang tertanggung walau 

harus melalui Kurator atau BHP dalam melindungi hakhaknya, antara lain: 

1. Perdamaian 

Accord dalam hukum kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si 

pailit dengan para kreditur, dimana diadakan suatu ketentuan bahwa si pailit dengan 

membayar sesuatu presentase tertentu (dari utangnya), ia akan dibebaskan untuk 

membayar sisanya. Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan menentukan bahwa debitur (perusahaan pailit) berhak untuk menawarkan 

suatu perdamaian kepada semua kreditur. Jangka waktu bagi debitur pailit untuk 

mengajukan perdamaian ditentukan dalam Pasal 145 yang menentukan: 

1) Apabila debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 hari 

sebelum rapat pencocokan piutang menyediakan di kepaniteraan Pengadilan agar 

dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana 

perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah 

selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 147.  

2) Bersama dengan penyediaan rencana perdamaian tersebut di Kepaniteraan 

Pengadilan, maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota 

kreditur sementara (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan).  

Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditur yang menyetujui rencana 

perdamaian maupun debitur pailit dalam waktu 8 hari setelah putusan pengadilan 

diucapkan, dapat mengajukan kasasi. Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, 

dalam 8 hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan dapat diajukan kasasi oleh: 

a.  Kreditur yang menolak perdamaian atau tidak hadir pada saat diadakan pemungutan 

suara,   b. Kreditur yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian 
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tersebut dicapai berdasarkan alasan bagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf 

c dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. 

2. Pemberesan harta pailit 

Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana 

perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian telah ditolak 

berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta 

pailit berada dalam keadaan insolven. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

104 dan Pasal 106 tidak berlaku, apabila sudah ada kepastian hukum bahwa perusahaan 

debitur pailit tidak akan dilanjutkan atau apabila kelanjutan usaha dihentikan (Pasal 178 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. 

a. Penjualan harta pailit 

Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan. Bila penjualan dimuka umum tidak tercapai maka 

penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Semua benda 

yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator yang harus 

memutuskan tindakan yang dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim 

pengawas. Kurator berkewajiban membayar piutang kreditur yang mempunyai hak 

untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan 

harta pailit. Dalam rangka pemberesan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa 

debitur pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas (Pasal 186 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan) 

b. Pembagian harta pailit 

Apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan 

untuk melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 

188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan). Kurator wajib 

menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim 

pengawas. Daftar pembagian menurut rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk 
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didalamnya upah kurator, nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, 

dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditur. Kreditur konkuren harus diberikan 

bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas. 

Pembagian yang diperuntukkan bagi kreditur yang piutangnya diakui sementara, tidak 

diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Kepada kreditur yang didahulukan tersebut diberikan pembagian 

menurut Pasal 189 pada waktu diadakan pembagian, hasil penjualan benda tersebut 

akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan 

setelah dikurangi jumlah yang diterima sebelumnya. 

Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan diatas maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik: 

1. Dalam hal terjadinya kepailitan dalam perusahaan asuransi, Pasal 15 ayat (1) 

Undang-Undang tentang Kepailitan memberikan perlindungan hukum berupa 

penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan yang 

melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit.  

2. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian 

memberikan perlindungan hukum bahwa pemegang polis tetap dilindungi dan 

tetap memperoleh haknya secara proporsional. 

3. Para pemegang polis asuransi juga dapat memperolah haknya dengan 

mengajukan permohonan pembayaran klaim asuransi kepada kurator karena 

dengan adanya permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan 

Menteri Keuangan, maka segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah 

diambil alih oleh kurator dan dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu 

perdamaian dan pemberesan harta pailit. 

 Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah harus membuat peraturan baru dan 

membentuk Lembaga-lembaga yang mampu menjamin serta memberikan perlindungan 

bagi para pemegang polis apalagi jika sewaktu-waktu perusahaan asuransi mengalami 

kepailitan. Selain itu, hendaknya perusahaan asuransi lebih menjamin mengenai 
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perlindungan para pemegang polis asuransi sehingga jika sewaktu-waktu perusahaan 

mengalami kepailitan, hak-hak para memegang polis asuransi tetap aman dan terjamin.  
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